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ABSTRAK 
 
Nia Astarina Mas’ud B11109384 Tinjauan Viktimologis terhadap 
Penganiayaan dan/atau Pengrusakan Barang yang dialami oleh 
Jurnalis dalam Upaya Peliputan Berita di Makassar Tahun 2010-2012 
dibawah bimbingan bapak Slamet Sampurno sebagai pembimbing I dan 
ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan 
jurnalis dalam kasus penganiayaan dan/atau pengrusakan barang  dan 
untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terjadinya kembali 
kasus-kasus kekerasan jurnalistik dalam hal ini penganiayaan dan/atau 
pengrusakan barang. 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar bekerja sama dengan Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI). Penulis memperoleh data dengan melakukan 
beberapa wawancara langsung dengan narasumber (jurnalis) dan 
mengambil data langsung dari Koordinator Divisi Advokasi AJI Makassar, 
serta mengambil data yang relevan dengan penelitian yaitu literatur, buku-
buku serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah 
terkait. 
Hasil penelitian yang telah didapatkan, diperoleh kesimpulan bahwa 
(1) Peranan jurnalis sebagai korban penganiayaan dan/atau pengrusakan 
barang adalah bahwa kejadian ini terjadi karena adanya karakteristik atau 
ciri jurnalis yang selalu ingin mencari tahu sehingga menyebabkan 
narasumber merasa terganggu dan mengakibatkan terjadinya kasus ini. 
(2) Upaya pencegahan yang dilakukan demi menanggulangi kejadian ini 
ditempuh dengan langkah/upaya preventif dan represif.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam keputusan menimbang Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers dipaparkan bahwa pers merupakan salah satu wujud 
kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk 
menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat 
harus dijamin. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan lingkungan yang 
kondusif demi menunjang proses jalannya pewartaan. 
Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosientil 
dalam bukunya “Sembilan Elemen Jurnalisme”, pers merupakan institusi 
sosial yang memiliki fungsi signifikan yang sering didefinisikan sebagai 
lembaga kontrol. Fungsi pers itu dapat diwujudkan secara maksimal 
apabila kebebasan pers dijamin. Pers yang terjamin kebebasannya 
sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung jawab 
atas semua informasi yang dipublikasikan tidak kepada negara. Tanggung 
jawab pers, bersifat langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan 
utama jurnalisme (pers) adalah untuk melayani masyarakat. 
Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan 
jurnalistik. Profesi jurnalis atau wartawan merupakan profesi yang dalam 
pekerjaannya menuntut kemampuan berinteraksi dengan khalayak ramai 
dalam hal ini masyarakat sebagai sumber berita dan pembaca. Oleh 
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karena itu, sangat diperlukan adanya perhatian khusus agar jalannya 
proses peliputan berita oleh jurnalis dapat berjalan dengan baik. Hal itu 
dibutuhkan mengingat bahwa profesi jurnalis/wartawan merupakan profesi 
yang cukup rentan dari segi keamanannya. 
Namun, dewasa ini pekerjaan seorang jurnalis terkadang mulai 
sedikit terganggu dengan adanya kasus-kasus penganiayaan maupun 
pengrusakan barang yang dilakukan oknum-oknum tertentu selaku 
narasumber. Perlu diingat bahwa wartawan memiliki jaminan dalam 
melakukan kerja-kerja jurnalisnya dalam upaya peliputan dengan 
diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang 
melindungi hak-hak wartawan untuk menjalankan pekerjaannya tanpa 
mendapatkan perlakuan aniaya, ancaman, atau pun perampasan alat 
kerja.  
Masih terjadinya tindak kekerasan baik berupa penganiayaan 
maupun pengrusakan barang yang dialami wartawan dalam upaya 
peliputan di era reformasi ini dianggap sangat memprihatinkan mengingat 
kebebasan pers sebagai bentuk perlindungan terhadap wartawan/jurnalis 
memiliki tempat yang istimewa dalam agenda reformasi.  
Aliansi Jurnalis Independen bahkan telah mencatat bahwa 
sepanjang Maret 2013 telah ada 13 kasus penganiayaan terhadap 
wartawan. Terakhir adalah penyerangan terhadap Kantor Stasiun TVRI 
Gorontalo oleh sejumlah orang yang tidak puas dengan pemberitaan hasil 
Pilkada Kota Gorontalo. Koordinator Divisi Hukum AJI (Aliansi Jurnalis 
Independen) Aryo Wisanggeni mengatakan, jika ditarik sepanjang 2012, 
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ada 52 kasus yang terjadi terkait karya jurnalis yang dipublikasikan. 
Kebanyakan kasus terhadap wartawan itu terjadi di daerah dengan 
karakteristik kasus berbeda. Kasus kekerasan kepada wartawan terus 
terjadi, meskipun Undang-Undang Pers telah lahir pada 1999. Pada 
zaman Orde Baru, pelaku kekerasan terhadap wartawan adalah aparat 
negara seperti Departemen Penerangan atau TNI dan polisi. Namun saat 
ini pelaku kekerasan kepada wartawan semakin beragam, bahkan dari 
semua kalangan masyarakat. 
Kekerasan baik dalam bentuk penganiayaan maupun pengrusakan 
barang yang dialami jurnalis/wartawan pada dasarnya merupakan sebuah 
ancaman serius terhadap demokrasi. Wartawan/jurnalis yang mengalami 
kekerasan dalam menjalankan tugasnya berpotensi mengalami perasaan 
terancam atau pun terintimidasi yang akhirnya akan berakibat pada kerja-
kerja jurnalistik mereka. Wartawan yang mengalami hal tersebut dapat 
terenggut kebebasannya dalam menuliskan berita-berita yang seharusnya 
diketahui khalayak ramai. Jika demikian, maka masyarakatlah yang akan 
terkena imbasnya karena tidak lagi mendapatkan informasi-informasi 
mengenai berbagai peristiwa sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan. 
 Turut pula diyakini bahwa kesalahan kadang tidak sepenuhnya 
berada di pihak narasumber. Pemberitaan yang tidak berimbang atau 
cara-cara yang cenderung memaksa dan menyudutkan juga terkadang 
turut andil dalam menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam upaya 
peliputan terkait. Dengan kata lain, profesionalitas dari seorang pewarta 
juga berperan besar dalam hal ini.  Sangat dibutuhkan skill/kecakapan dari 
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seorang wartawan dalam menangani situasi yang berlangsung demi 
kelancaran kinerjanya karena pewarta profesional pun bisa saja luput 
dalam menjalankan fungsinya sebagai wahana komunikasi massa 
sekaligus sebagai sarana kontrol sosial. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di 
atas, maka masalah penelitian yang Penulis dapat dirumuskan adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan korban selaku jurnalis sehingga terjadi 
penganiayaan dan pengrusakan barang dalam upaya peliputan 
berita? 
2. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap penganiayaan dan 
pengrusakan barang dalam upaya peliputan berita? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang 
melandasi penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui peranan korban selaku jurnalis sehingga terjadi 
penganiayaan dan pengrusakan barang dalam upaya peliputan 
berita. 
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap penganiayaan dan 
pengrusakan barang dalam upaya peliputan berita. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun viktimologi. 
b. Sebagai bahan masukan kepada jurnalis agar dapat terhindar 
dari tindak pidana penganiayaan dan pengsrusakan barang 
yang saat ini banyak terjadi dalam upaya peliputan berita. 
c. Untuk menambah wawasan Penulis khususnya pada bagian 
hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 
penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi 
1. Sejarah Perkembangan Viktimologi 
Secara ilmiah karya Hans von Hentig dalam Jurnal Kriminologi yang 
berjudul “remarks on the interaction of perpetrator and victim” (1941) 
merupakan langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyentuh 
mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian 
kriminologi) dan korban (yang menjadi objek kajian viktimologi). (Rena 
Yulia, 2010:35) 
Pada tahun 1949, von Hentig dalam tulisannya “the criminal and his 
victim” lebih memfokuskan kepada korban kejahatan. Hubungan antara 
pelaku dan korban (victim-offender relationship) dipelajari tidak saja dari 
aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban 
sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan. (Rena Yulia, 
2010:35) 
Selanjutnya pada tahun 1947, Benjamin Mendelshon 
memperkenalkan nama victimology dan pada tahun 1956 istilah tersebut 
diperkenalkan kembali dalam tulisannya yang berjudul “revue 
internationale de criminologie et de police technique”. (Rena Yulia, 
2010:36) 
Pembahasan mengenai korban oleh von Hentig dan Mendelshon 
kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain di antaranya seperti Ellenberg 
(1954), yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara 
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penjahat dengan korban bersama dengan H. Manheim (1965), Schafer 
(1968), dan Fiseler (1978). (Rena Yulia, 2010:36) 
Pada tahun 1959 P. Cormil dalam penelitiannya menyimpulkan 
bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari 
kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan 
kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan. Baik P. Cormil 
maupun Nagel memperluas wilayah bahasan kriminologi sampai masalah 
korban. (Rena Yulia, 2010:36) 
Perhatian kepada korban kejahatan akhirnya diwujudkan dalam 
suatu simposium internasional di Jerussalem ini berhasil dirumuskan 
beberapa kesimpulan, yaitu: viktimologi dapat dirumuskan sebagai studi 
ilmiah mengenai para korban, dan kriminologi telah diperkaya dengan 
suatu orientasi viktimologi. (Rena Yulia, 2010:36) 
Simposium kedua diadakan di Boston, pada tanggal 5-9 September 
1976. Studi lebih lanjut tentang viktimologi juga telah dilakukan dalam 
bentuk Postgraduate course on the victim of crime in the criminal justice 
system dan telah dua kali dilakukan di Dubrovnick, Yugoslavia. Setelah 
mengalami berbagai kesulitan pada saat diselenggarakannya simposium 
yang kedua di Boston, maka pada tahun 1977 didirikan Word Society of 
Victimology (WSV). WSV ini dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. (Rena 
Yulia, 2010:36) 
Perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip dasar 
tentang perlindungan korban terwujud pada kongres Milan, Italia pada 
tanggal 26 Agustus – 6 September 1985 dengan nama Congress on the 
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Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang menghasilkan 
beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan 
kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB pada tanggal 11 
Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan Declaration of 
Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power. (Rena 
Yulia, 2010:36-37) 
 
2. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari Bahasa Latin victima yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi 
yang mempelajari tentang korban, penyebab timbunya korban dan akibat-
akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia suatu 
kenyataan sosial. (Rena Yulia, 2010:43) 
Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang mempelajari 
suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat 
perlunya suatu pemahaman (Rena Yulia, 2010:43), yaitu: 
1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional. 
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, 
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proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan 
kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara 
lebih bertanggung jawab. (Rena Yulia, 2010:44) 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak 
untuk menyanjung-nyanjung para korban melainkan untuk memberi 
penjelasan mengenai peranan para korban dalam suatu peristiwa pidana 
dan hubungannya dengan para pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan 
sesuatu yang penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam 
rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik 
yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. 
Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak menjadi 
korban tindak pidana struktural atau nonstruktural. (Rena Yulia, 2010:44) 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang ini 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga fase: 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai “penal or special 
victimology”. Sementara itu, pada fase kedua viktimologi tidak hanya 
mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban 
kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai “general victimology”. Fase 
ketiga viktimologi sudah berkembang lebih luas yaitu mengkaji 
permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak 
 10 
asasi manusia, pada fase ini disebut sebagai “new victimology”. (Rena 
Yulia, 2010:44-45) 
Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer (Romli 
Atmasasmita, 1992:7) dinyatakan, “perkembangan perhatian terhadap 
korban atau victim telah dimulai sejak abad pertengahan. Perhatian 
terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari 
suatu cabang ilmu bar yang dikenal dengan victimology”. 
Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan (Arif Gosita, 2009:77) 
bahwa “masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, 
hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan”. 
3. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana. (Rena Yulia, 2010:45) 
Menurut J.E. Sahepaty (J.E. Sahepaty, 1995:25), ruang lingkup 
viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang 
ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan 
masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam 
selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (Arief M, dkk., 
2006:43) menyatakan viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, 
seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara 
pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban 
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dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkembangannya di tahun 
1985 Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji 
korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan 
tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban 
bencana alam diluar kemauan manusia (out of man’s will). Pada tahap 
perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, 
tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban 
(orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. 
Hal serupa juga dinyatakan (Arif Gosita, 2009:75-76) bahwa korban 
dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. 
Lebih luas dijabarkan (Abdussalam, 2010:6-7) mengenai korban 
perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan 
negara sebagai berikut: 
a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 
mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun 
nonmateriil. 
b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan 
kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan 
kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, 
kebijakan swasta maupun bencana alam. 
c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 
didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, 
manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh 
berkembang dan kelestariaannya sangat tergantung pada 
lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, 
banjir dan kebanjiran pemerintah yang salah dan perbuatan 
manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak 
bertanggungjawab. 
d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat 
yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih 
pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak poltik, hak 
ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. 
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Tujuan viktimologi dikatakan Muladi (Muladi dan Barda Nawawi, 
2007:82) adalah: 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi; dan 
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
 
Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian 
viktimologi menurut Arif Gosita (Arif Gosita, 2009:329) adalah sebagai 
berikut: 
1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas 
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal 
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dan sebagainya. 
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-
usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
5. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian 
viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB Kelima di Geneva tahun 
1975, Kongres Keenam Tahun 1980 di Caracas, yang meminta perhatian 
bahwa korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya 
kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan 
lainnya, tetapi juga kejahatan inkonvensional, seperti terorisme, 
pembajakan, dan kejahatan kerah putih. Sedangkan dalam Kongres PBB 
Ketujuh Tahun 1985, menghasilkan kesepakatan untuk memerhatikan 
kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap atau dipandang 
membahayakan seperti economic crime, environmental offences, illegal 
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trafficking in drugs, terrorism, apartheid, dan industrial crime. (Rena Yulia, 
2010:46) 
4. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu 
ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat 
baik sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk 
dipelajari dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula pada 
saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan 
akan banyak manfaat yang diperoleh. (Rena Yulia, 2010:37) 
Arif Gosita (Arif Gosita, 2009:30) menguraikan beberapa manfaat 
yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut: 
1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, 
etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang 
preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berrbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan. 
2. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti 
lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya 
tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 
peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta 
pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya 
pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi 
menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka 
yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi 
suatu viktimisasi. 
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
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bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. 
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat 
sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan 
untuk keuntungan sendiri. 
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
 
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama 
dalam mempelajari manfaat studi korban (Rena Yulia, 2010:39), yaitu: 
1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum 
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan para korban dalam 
suatu tindak pidana 
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban. 
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai 
dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan 
permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional. (Rena Yulia, 2010:39) 
Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warna negara 
yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat 
bagi kinerja aparatur penegak hukum, seperti aparat kepolisian, 
kejaksaan, dan kehakiman. (Rena Yulia, 2010:39) 
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Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini 
terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. (Rena Yulia, 
2010:40) 
 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana 
juga halnya objek peristiwa-peristiwa. Adanya korban yang secara resmi 
dirumuskan oleh hukum – adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang 
ada terganggu. (Mulyana W. Kusumah, 1981:117) 
Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum 
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang 
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Rena Yulia, 2010:49) 
Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka 
yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang 
lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain 
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. (Rena Yulia, 
2010:49) 
Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada 
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai orang yang secara individual 
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maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik 
maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau 
perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan 
(by act) maupun karena kelalaian (by omission). (Rena Yulia, 2010:49-50) 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau 
kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun 
emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, 
atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. 
Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita 
kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya 
secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai 
target (sasaran) kejahatan. (Rena Yulia, 2010:51) 
Studi mengenai kejahatan kian memperoleh cara memandang yang 
lebih realistis dan menyeluruh serta menyentuh konteksi dinamik 
berlangsungnya kejahatan setelah berkembangnya pemikiran-pemikiran 
mengenai adanya unsur-unsur yang berbeda yang mendukung terjadinya 
kejahatan, khususnya tentang peranan korban dalam kompleks situasi 
dilakukakannya kejahatan. (Mulyana W. Kusumah, 1981:116) 
Dalam kepustakaan Kriminologi, arti penting mengenai hubungan 
korban-penjahat serta dasar-dasar teoritis yang merupakan tonggak bagi 
analisa hubungan korban dengan pelaku kejahatan telah dikaji dan 
diletakkan sejak tahun 1940-an, antara lain hasil kerja ilmiah Von Hentig 
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dan Mendelsohn. Dengan begitu, suatu perkembangan dalam rangka 
mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai kejahatan serta akar 
dan implikasi-implikasinya telah membawa hasil yang bermakna bagi 
bidang pengetahuan ilmiah ini. (Mulyana W. Kusumah, 1981:116) 
2. Tipologi Korban 
Menurut Mendelshon, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam (Rena Yulia, 2010:52), yaitu: 
1. Yang sama sekali tidak bersalah; 
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya; 
3. Yang sama salahnya dengan pelaku; 
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban 
(Rena Yulia, 2010:53), yaitu: 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. 
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
atau pemicu kejahatan. 
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban. 
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri. 
Apabila ditinjau dari perspekftif tanggung jawab korban itu sendiri 
maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh 
bentuk (Rena Yulia, 2010:53-54), yaitu: 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 
 18 
Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di 
pihak korban. 
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama. 
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 
5. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya 
secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. 
6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 
pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik. 
 
Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang (Rena Yulia, 
2010:54) dapat dibedakan sebagai berikut: 
1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 
perorangan (bukan kelompok). 
2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum. 
3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
4. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk. 
 
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena 
masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban 
atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban 
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kejahatan sebagai bagia dari perlindungan kepada masyarakat, dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi 
dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. (Rena Yulia, 
2010:59) 
Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban (Rena Yulia, 
2010:59-61), yaitu: 
a. Ganti rugi 
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 
ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang 
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Tujuan 
inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk 
mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai 
anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah 
dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk 
mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas 
dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban 
seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai 
pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, 
pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan 
pidana. 
b. Restitusi (restitution) 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran 
utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita 
 20 
korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah 
restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal 
ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal 
korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan 
mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan 
sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka 
pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. 
c. Kompensasi 
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari 
aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan 
berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial 
menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan 
berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, 
khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban 
kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama 
sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan 
dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu 
diperoleh dari pemerintah atau dana umum. 
3. Hubungan dan Peranan Korban dengan Tindak Pidana 
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila 
mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan 
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korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan 
yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya 
dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak 
ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat 
dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si 
penjahat yang berakibat penderitaan si korban. (Rena Yulia, 2010:75) 
Keterkaitan antara pelaku dan korban kejahatan nampaknya 
dipengaruhi oleh perkembangan aliran kriminologis modern yang melihat 
pelaku kejahatan tidak lagi sebagai pelanggar hukum semata-mata, begitu 
pula halnya dengan korban. Menurut Drapkin, kecenderungan pelaku 
kejahatan atau pelanggar hukum dianggap sebagai korban dari 
tindakannya, dan korban dianggap sebagai pelaku dari pelanggaran yang 
mengorbankan dirinya. (Rena Yulia, 2010:78) 
Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan 
kejahatan (Rena Yulia, 2010:81) adalah: 
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi. 
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar . 
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama 
antara si pelaku dan si korban. 
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi dari si korban. 
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Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interrelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban 
kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau 
pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang 
penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan 
sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-
masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan 
fungsional. (Rena Yulia, 2010:81-82) 
 
C. Jurnalis/Wartawan dan Upaya Peliputan Berita 
Dalam Ensiklopedi Pers Indonesia (Kurniawan Junaedhie, 1991:277) 
dipaparkan bahwa pada dasarnya, setiap orang yang berurusan dengan 
warta atau berita bisa disebut wartawan. Merupakan profesi yang terbuka 
bagi siapa saja, pria-wanita dengan latar belakang pendidikan apa saja. 
Namun secara ringkas ada sejumlah kriteria untuk menjadi 
wartawan/jurnalis yang baik. Antara lain, punya rasa ingin tahu yang 
besar, berkepribadian, kuat fisik dan mental, punya integritas dan 
tuntutan-tuntutan lain seperti berlatar pendidikan, berdaya cium berita 
tinggi, jujur, dapat dipercaya, berani, tabah dan tahan uji, cermat, cepat, 
punya daya imajinasi tinggi, gembira, optimisme, punya rasa humor, 
punya inisiatif, dan kemampuan menyesuaikan diri. 
Wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari, 
mengolah dan membuat berita. Berita-berita yang dicari dan ditulis oleh 
wartawan dikirimkan ke meja redaksi untuk dipublikasikan. (Fredrich C. 
Kuen, 2008:63) 
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Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan 
adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. 
Wartawan profesional yaitu wartawan yang menjadikan kegiatan 
kewartawanan sebagai profesi. Tugas tersebut dilaksanakan sebagai 
profesi atau pekerjaan dalam konteks Indonesia, patuh dan melaksanakan 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers secara konsisten. 
Menurut Ensiklopedi Pers Indonesia (Kurniawan Junaedhie, 
1991:26) pula disebutkan bahwa berita merupakan 
laporan/pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan yang 
bersifat umum dan baru saja terjadi (aktual) yang disampaikan oleh 
wartawan dalam media massa. 
Menurut Charles A. Dana, berita adalah laporan yang tepat waktu 
mengenai segala sesuatu yang menarik perhatian orang dan berita yang 
terbaik adalah yang menarik sebagian besar pembaca. 
Fungsi pers nasional (sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Pers pada Pasal 3) adalah sebagai: 
- Media informasi (to inform) 
Pers mempunyai fungsi untuk member informasi atau kabar 
kepada masyarakat atau pembaca. Melalui tulisan-tulisan pada 
setiap edisinya, pers memberikan informasi yang 
beranekaragam. Dengan membaca surat kabar, majalah, 
mingguan atau melihat siaran televisi, mendengarkan siaran 
radio, audience dapat memperoleh berbagai informasi, baik itu 
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yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena pers 
memberikan kabar atau informasi tersebut, maka pers berarti 
mempunyai fungsi informasi. 
- Media pendidikan (to educated) 
Pers mempunyai fungsi sebagai pendidik. Melalui berbagai 
macam tulisan-tulisan atau pesan-pesan yang dimuatnya, pers 
bisa mendidik masyarakat atau audience pembacanya. Dengan 
demikian, pers mempunyai andil yang penting dalam memberikan 
pendidikan pada masyarakat/bangsa. 
- Media hiburan (to entertaint) 
Pers melalui tulisan-tulisannya atau melalui penayangan-
penayangannya di siaran televisi, bisa memberikan hiburan 
kepada masyarakat. Menghibur di sini bukan hanya dalam 
pengertian hal-hal yang lucu saja, melainkan juga bisa 
memberikan kepuasan-kepuasan, kesenang-senangan, 
keberhasilan dan sebagainya. 
- Media kontrol (to kontrole) 
Pers ditengah-tengah masyarakat mempunyai peran 
memberikan kontrol sosial. Dengan tulisan-tulisannya, pers bisa 
melaksanakan atau memberikan kontrol sosial, memberikan 
berbagai kritik yang bersifat membangun yang juga berguna bagi 
masyarakat secara luas. Melalui tulisan-tulisannya bisa 
menyajikan kritik atau kontrol terhadap pihak-pihak yang 
melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dinilai bisa 
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merugikan masyarakat luas. Pers, khususnya majalah dan surat 
kabar, mempunyai pengaruh yang sangat luas, dan juga 
mempengaruhi pendapat umum. Karena kuatnya pengaruh pers 
tersebut sehingga menjadi kekuatan ke-4 setelah eksekutif, 
legislative, dan yudikatif. 
- Lembaga ekonomi 
Pers sebagai lembaga, institusi, perusahaan menghimpun 
banyak tenaga kerja, termasuk wartawan dan memiliki produk 
yang menghasilkan perolehan finansial untuk mensejahterakan 
karyawannya, sehingga fungsi bisnisnya tetap berjalan yakni 
menjual produk berita akurat yang menumbuhkan kepercayaan 
masyarakat terhadap produk tersebut dan dampaknya media 
yang dimiliki akan diminati pemasang iklan promosi, sehingga 
siklus bisnis juga terjadi. 
Fungsi ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan 
pertanggungjawaban yang dimintakan kepada wartawan, khususnya 
pelaksanaan fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol ini sangat penting dalam 
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Atas perintah undang-undang, dalam hal ini 
Undang-Undang Pers , Pers menjalankan fungsi kontrol sosial untuk hal-
hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, 
seturut ketentuan Pasal 50 KUH Pidana, barang siapa melakukan 
perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. 
Wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial untuk hal-hal yang 
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berkenaan dengan kepentingan umum tidak dapat dipidana. (Fredrich C. 
Kuen, 2008: 21-22) 
Wartawan profesional adalah wartawan yang bekerja sesuai dengan 
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengingat kode etik adalah hasil kesepakatan 
dari organisasi pers sebagai panduan menjalankan profesinya serta harus 
patuh terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
Dalam hal ini, etika adalah prinsip-prinsip atau tatanan berperilaku yang 
baik dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari moral 
dan hati nurani, sedangkan kode etik adalah himpunan peraturan 
mengenai tata cara berperilaku yang baik berdasarkan landasan moral 
atau hati nurani yang berlaku khusus terbatas pada suatu kelompok 
masyarakat tertentu dan kode etik itu sendiri memiliki lima manfaat 
(Fredrich C. Kuen, 2008: 3-4), yaitu: 
- Untuk melindungi seorang profesional dalam berkiprah di 
bidangnya. 
- Untuk melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang 
kurang profesional, 
- Untuk mendorong persaingan sehat antarpraktisi, 
- Untuk mencegah kecurangan antara rekan profesi, dan 
- Untuk mencegah manipulasi informasi oleh narasumber atau 
sumber berita. 
Kode Etik Jurnalistik sangat penting dan istimewa bagi wartawan, 
karena dibuat khusus dari, untuk dan oleh kalangan wartawan sendiri 
dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi wartawan. 
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Kode Etik jurnalistik ini ditetapkan di Jakarta, 14 Maret 2006 berdasarkan 
kesepakatan 29 organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. 
Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. (Fredrich C. Kuen, 
2008: 4-5) 
Pers memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik melalui 
informasi, dan wartawan memiliki “hak istimewa” dalam menjalankan 
profesinya, seperti hak mendapatkan akses informasi/data dan hak tolak. 
Berarti profesionalisme wartawan adalah tingkat kemampuan wartawan 
dalam menyadari, memahami, dan terampil menyelesaikan pekerjaannya. 
Wartawan dituntut sadar tanggung jawab sosial, memahami visi dan misi 
medianya, serta menguasai hal-hal teknis yang terkait dengan pekerjaan 
media. (Fredrich C. Kuen, 2008: 5) 
Mengadakan wawancara atau interview pada dasarnya berupa 
usaha menggali keterangan atau informasi dari orang lain. Informasi atau 
keterangan itu bisa berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan 
sebagainya. Dalam jurnalistik, wawancara selalu dimaksudkan sebagai 
usaha untuk mendapatkan berita, komentar atau opini sehubungan 
dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan otoritas yang dimiliki 
orang tersebut. (Patmono SK, 1993:37) 
Ketika tiba waktunya untuk mengadakan wawancara, wartawan perlu 
memerhatikan beberapa hal, yaitu menjaga suasana, bersikap wajar, 
memelihara situasi, tangkas dalam menarik kesimpulan, menjaga pokok 
permasalahan, kritis, dan sopan santun. (Patmono SK, 1993: 41) 
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D. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 
Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan 
diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. 
(Adami Chazawi, 2001:10) 
Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest arrest Hoge Raad, 
maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat 
mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. (Adami Chazawi, 
2001:12) 
Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak 
dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka 
penganiayaan mempunyai unsur-unsur (Adami Chazawi, 2001:12), 
sebagai berikut: 
a. Adanya kesengajaan; 
b. Adanya perbuatan; 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 
1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau  
2. Luka pada tubuh. 
d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. 
Unsur a dan d adalah bersifat subjektif. Sedangkan unsur b dan c 
bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 
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351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus 
dibuktikan dalam persidangan. (Adami Chazawi, 2001:12) 
Sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, 
disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet 
als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi 
kesengajaan pada penganiayaan adalah lebih sempit dan lain dengan 
kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan disini termasuk 
dalam 3 bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai 
kepastian (opzet bij zakersheids bewustzijin) dan kesengajaan sebagai 
kemungkinan (opzet bij mogelikheids bewustzijin atau dolus eventualis). 
(Adami Chazawi, 2001:13) 
Walaupun disadari (sengaja) bahwa dari perbuatan yang sengaja 
dilakukan, menimbulkan rasa sakit ataupun luka, tetapi bila bukan itu yang 
menjadi tujuannya melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain 
yang patut, maka disini tidak ada penganiayaan. Dengan demikian pada 
perbuatan yang mengandung tujuan lain yang patut itu menjadi 
kehilangan sifat terlarangnya (melawan hukum), dan karenanya tidak 
dipidana. (Adami Chazawi, 2001:14) 
Sehubungan dengan tujuan lain yang patut ini, dapat menimbulkan 
persoalan tentang ukuran atau kriteria apakah yang dapat digunakan 
untuk menentukan telah adanya tujuan yang patut itu? Tidak diperoleh 
ukuran yang bersifat umum dan berlaku untuk semua kejadian, melainkan 
bergantung pada akal pikiran dan kebiasaan yang wajar yang berlaku 
dalam masyarakat. Contohnya perbuatan orang tua memukul anaknya, 
 30 
menurut kebiasaan yang wajar diperbolehkan sepanjang tidak berlebihan. 
Adalah bukan lagi sebagai sesuatu yang wajar dan menurut akal sudah 
berlebihan, dan oleh karenanya tidak lagi dipandang sebagai untuk 
mencapai tujuan yang patut, apabila dengan menggunakan sepotong 
besi. (Adami Chazawi, 2001:14) 
Siapakah yang berhak menentukan perihal suatu perbuatan, dari 
sudut akal pikiran dan kebiasaan yang wajar dalam masyarakat sebagai 
mempunyai tujuan yang patut ataukah tidak dalam arti sudah dipandang 
sebagai perbuatan yang berlebihan? Adalah bukan korban, dan bukan 
pula petindak, melainkan hakim. Akal pikiran hakim harus mampu 
menangkap secara baik nilai-nilai kewajaran dalam masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan seperti itu. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 5 (1) 
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat. (Adami Chazawi, 2001:14) 
Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam 
praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa 
kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Akibat 
perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan 
tentang ada tidaknya penganiayaan. (Adami Chazawi, 2001:15) 
Syarat/unsur adanya tujuan yang patut adalah merupakan syarat 
yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Guru atau 
orang tua yang memukul anak adalah melaksanakan kewajibannya 
sebagai pendidik dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak. 
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Perbuatan dokter melukai pasien dalam pelaksanaan operasi, adalah 
dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatannya sebagai seorang dokter, 
yang fungsi jabatan mana sebelumnya telah mendapatkan 
pengesahan/izin dari pemerintah. Keadaan-keadaan inilah yang 
merupakan syarat yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 
perbuatan yang digunakan sebagai alasan/penyebab dari tidak 
dipidananya guru, orang tua maupun dokter yang melakukan perbuatan 
tersebut. (Adami Chazawi, 2001:15) 
Agak lain dengan memukul lawan dalam pertandingan olahraga tinju 
atau karate dan sejenisnya, yang juga mengakibatkan rasa sakit pada 
tubuh lawan. Perbuatan memukul pada contoh ini, kehilangan sifat 
melawan hukumnya perbuatan bukan terletak pada tujuan yang patut, 
melainkan pada telah mendapatkan persetujuan dari lawannya itu. Atlet 
yang naik ring untuk bertinju atau karateka yang masuk gelanggang 
pertandingan, itu berarti atau dianggap ia telah menyetujui dan 
membolehkan tubuhnya dipukul dengan cara dan menurut ketentuan-
ketentuan atau aturan bermain yang telah ditentukan dan disepakati 
bersama dalam olahraga tersebut. Oleh karena itu apabila memukul itu 
dengan sengaja tidak dengan menurut aturan bermain, lebih-lebih bila 
mengakibatkan cedera bagi lawannya, maka pemukulan itu dapat 
dikualifiser sebagai penganiayaan. (Adami Chazawi, 2001:16) 
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja 
(penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam (Adami Chazawi, 
2001:7), yakni:  
1. Penganiayaan biasa 
Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone 
mishandeling) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan 
bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 
351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya 
dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. 
Dilihat dari sudut cara pembentuk undang-undang dalam 
merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu 
keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, 
pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah 
dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, 
seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai 
objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi 
pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1) 
ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut 
kualifikasinya sebagai penganiayaan (mishandeling) sama 
dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman 
pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat. 
Pasal 351 merumuskan sebagai berikut: 
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(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 
Rp 4.500. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
 
Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada 
ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman 
pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci 
unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak 
diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. 
Menurut bunyi rumusan Pasal 351, penganiayaan biasa 
(Adami Chazawi, 2001:16-17) dapat dibedakan menjadi: 
a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat 
maupun kematian (ayat 1); 
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2); 
c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3); 
d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan 
(ayat 4). 
 
Walaupun istilah luka ringan tidak terdapat dalam rumusan 
pasal-pasal mengenai penganiayaan, namun istilah ini ada 
dalam praktik hukum berhubung dengan adanya istilah/unsur 
luka berat dalam undang-undang, dengan dasar pemikiran jika 
ada luka berat, sebagai kebalikannya tentu ada luka ringan. 
Apabila terdapat luka, namun luka itu bukan berupa luka berat 
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 90, maka luka 
semacam itu tentu harus disebut sebagai luka ringan, atau cukup 
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dengan istilah luka saja. Sebab apabila disebut sebagai luka, 
dan luka itu bukan berupa luka sebagaimana yang dimaksud 
oleh Pasal 90, mestilah luka itu sama pengertiannya dengan luka 
ringan. 
Pasal 90 merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu: 
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi 
harapan akan sembuh sama sekali, atau yang 
menimbulkan bahaya maut; 
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas 
jabatan atau pekerjaan pencaharian; 
- Kehilangan salah satu pancaindera; 
- Mendapat cacat berat; 
- Menderita sakit lumpuh; 
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih; 
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan 
biasa jenis pertama bila menimbulkan luka, haruslah berupa luka 
ringan (bukan luka sebagaimana yang dimaksud Pasal 90), dan 
luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit 
atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Sebab apabila luka 
ringan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, maka 
 35 
penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan itu adalah 
termasuk penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). 
Antara perbuatan dengan akibat seperti rasa sakit maupun 
luka (baik luka berat maupun luka ringan) atau kematian terdapat 
hubungan sebab-akibat (causal verband), artinya rasa sakit, luka 
atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh 
perbuatan itu. Dalam hal ini tidak berbeda dengan hubungan 
antara perbuatan dengan kematian pada pembunuhan. Tetapi 
yang berbeda dengan pembunuhan adalah, bahwa terhadap 
akibat kematian oleh suatu perbuatan sebagaimana yang 
dirumuskan pada ayat 3 pada penganiayaan biasa tidak dituju 
atau dimaksudkan oleh petindak, yang dituju adalah sekedar rasa 
sakit (pijn), luka (letsel) atau merusak kesehatan saja. Sebab 
apabila kesengajaan sudah ditujukan pada matinya orang lain, 
maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP). 
Dalam penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), kesengajaan 
petindak tidak ditujukan/dimaksudkan pada akibat luka berat 
(Pasal 351 ayat 2 KUHP), sebab bila sudah dimaksudkan, maka 
tidak lagi masuk dalam penganiayaan biasa melainkan sudah 
termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana yang 
dirumuskan pada Pasal 354 ayat 1, atau berupa penganiayaan 
yang dirumuskan Pasal 353 ayat 2 bila dilakukan dengan dengan 
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rencana lebih dulu, atau Pasal 355 ayat 1 bila penganiayaan 
berat itu direncanakan lebih dulu. 
Penganiayaan biasa bentuk ke-4 adalah berupa 
penganiayaan yang kesengajaan petindaknya ditujukan pada 
akibat rusaknya kesehatan seseorang. Sengaja merusak 
kesehatan adalah berupa perluasan arti dari penganiayaan. 
Pandangan ini didasarkan pada perkataan disamakan dalam 
rumusan Pasal 351 ayat 4. Dari perkataan disamakan, 
mengandung arti bahwa pada dasarnya ada penganiayaan yang 
tidak sama artinya dengan sengaja merusak kesehatan, dan 
sudah barang tentu pengertian yang lain dari merusak kesehatan 
itu adalah pengertian sebagaimana yang sudah diterangkan di 
atas tadi. Agar sengaja merusak kesehatan yang pada dasarnya 
bukan berupa penganiayaan dapat masuk menjadi pengertian 
penganiayaan, maka perlu dicantumkan suatu rumusan dalam 
undang-undang. 
Apa yang dimaksud dengan merusak kesehatan, undang-
undang tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Merusak 
kesehatan adalah berupa merusak kesehatan fisik. Sengaja 
merusak kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan 
dengan sengaja untuk menjadikan orang lain menderita sakit 
(ziekte), tetapi juga berarti sengaja melakukan perbuatan untuk 
menjadikan orang sakit menjadi lebih parah sakitnya. Sakit dalam 
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ayat 4 dapat diartikan sebagai terganggunya fungsi organ atau 
sebagian organ dalam tubuh manusia. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP ini, maka yang 
dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak 
termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. 
Misalnya A memukul B dengan sepotong kayu tiga kali, sehingga 
menderita luka di kepalanya dan terpaksa B harus dirawat di 
rumah sakit. Dari contoh tersebut jelas bukanlah penganiayaan 
berat dan ringan, karena luka yang diderita bukan luka berat 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP juga tidak termasuk 
penganiayaan ringan sebab luka tersebut menyebabkan B 
terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari. 
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP); 
Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan 
ringan (lichte mishandeling) oleh undang-undang ialah 
penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, sebagai 
berikut: 
Dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP, terdapat dua ketentuan, 
yakni: 
a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi 
penganiayaan ringan. 
b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan. 
 
Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang: 
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a. Bukan berupa penganiayaan berencana (Pasal 353); 
b. Bukan penganiayaan yang dilakukan: 
1) Terhadap Ibu atau Bapaknya yang sah, istri atau 
anaknya; 
2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah; 
3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi 
nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum 
(Pasal 356); 
c. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian. 
Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan 
penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak 
mengakibatkan orang menjadi sakit (ziek) dan terhalang untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaannya. Sebagai contoh 
penempelengan yang hanya mengakibatkan sakit namun tidak 
sampai jatuh sakit sehingga korban yang mengalami 
penempelengan masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-
hari. 
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP); 
Penganiayaan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan 
Pasal 353 KUHP, yaitu : 
1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih 
dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. 
2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
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3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian terhadap orang 
lain, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
 
Jadi penganiayaan ini sama saja dengan penganiayaan 
biasa, hanya disyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu. 
R. Soesilo (1979:146) menulis bahwa yang dimaksud 
dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu : 
Antara timbulnya untuk menganiaya dengan pelaksanaannya 
ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan 
bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan. 
 
Selanjutnya dikatakan bahwa : 
Waktu (tempo) ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak 
boleh terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo 
itu pembuat masih dapat memikirkan yang sebenarnya, ia 
masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk 
melakukan penganiayaan, akan tetapi kesempatan tersebut 
tidak digunakan. 
 
Sekalipun jangka waktu atau tempo tidak dapat dijadikan 
kriteria dan alat bukti terhadap penganiayaan direncanakan 
terlebih dahulu, namun dalam hal ini dapat dipergunakan sebagai 
petunjuk oleh polisi, jaksa dan hakim bahwa ada unsur 
direncanakan terlebih dahulu.  
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP); 
Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 
KUHP, yang berbunyi : 
1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, 
dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara 
selama-lamanya delapan tahun. 
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2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang 
bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya sepuluh 
tahun. 
Melukai berat merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku 
berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka 
berta. Sedang matinya orang adalah suatu hal yang tidak 
dikehendaki oleh si pelaku seperti dirumuskan dalam ayat (2), 
hanya merupakan hal yang memperberat hukuman. 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Lamintang (1986:134) yang 
berbunyi sebagai berikut : 
Undang-undang mensyaratkan bahwa pelaku memang telah 
menghendaki (wiillens) untuk melakukan suatu perbuatan 
menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus 
mengetahui (watens) bahwa dengan melakukan perbuatan 
tersebut : 
a) Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh 
orang lain. 
b) Ia menyadari bahwa orang lain pasti (zeher) akan 
mendapatkan luka berat pada tubuhnya. 
c) Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (mogelijk) akan 
mendapat luka berat pada tubuhnya.  
 
Demikian halnya yang tercantum dalam Hoge Raad 11 
Februari 1901 (Lamintang, 1966:11) berbunyi : 
Jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka 
tidak ada penganiayaan apabila luka berat itu tidak benar-
benar ditimbulkan, yakni apabila segera sesudah dilukai, 
meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang 
menimbulkan kematian.   
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Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pelaku atau si 
pembuat harus ditujukan pada melukai berat atau dengan kata 
lain agar objeknya luka berat. Adapun yang dimaksud dengan 
luka berat menurut Pasal 90 KUHP, yaitu : 
Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan 
sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat 
mendatangkan bahaya maut. Terus menerus tidak cakap 
lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai 
salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, 
berubah pikiran (akal) lebih dari empat Minggu lamanya, 
menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan 
ibunya. 
 
5. Penganiayaan berat bencana (Pasal 355 KUHP); 
Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai 
berikut : 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas 
tahun. 
2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya si tersalah 
dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 
Jadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, 
diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila 
perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, hukumannya 
dinaikan 15 (lima belas) tahun. 
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang 
berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). 
Bentuk penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 356 
KUHP, yang berbunyi : 
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Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 
355 dapat ditambah dengan sepertiga : 
1e. Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya. 
2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai 
negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan 
yang sah. 
3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan 
yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang. 
 
Penganiayaan semacam ini disebut dengan penganiayaan 
berkualifikasi, yakni penganiayaan yang diperberat hukumannya 
karena dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggunakan 
benda-benda yang membahayakan kesehatan orang. 
Dari pembagian penganiayaan menurut kualifikasinya 
sangatlah jelas perbedaan antara satu dengan yang lain, yaitu : 
1) Penganiayaan biasa dengan luka berat menurut Pasal 351 
ayat (2) dengan luka berat dalam penganiayaan berat 
menurut Pasal 354 ayat (1) KUHP. 
2) Perbedaan bagi kedua peristiwa ini, ialah dalam 
penganiayaan biasa luka berat tidak dikehendaki oleh 
pembuat (tidak sengaja), akan tetapi hanya merupakan akibat 
yang dikehendaki oleh pembuat sedang luka berat pada 
penganiayaan berat memang dikehendaki atau memang 
disengaja. 
3) Jika kita bandingkan antara pasal-pasal yang mengatur 
tentang penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan 
Pasal 338 KUHP, maka nampak jelas perbedaannya. Matinya 
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orang pada pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan 
yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh pelaku, 
sedang niatnya orang pada pembunuhan menurut Pasal 338 
KUHP merupakan kesengajaan yang memang dikehendaki 
oleh pelaku. 
Perbedaan ini sangat penting artinya, karena dapat 
dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusannya kepada 
pelaku apakah ia telah melakukan penganiayaan- penganiayaan 
yang berakibat matinya orang atau pembunuhan.  
Berdasarkan apa yang diterangkan tersebut di atas, maka semakin 
jelas bahwa penganiayaan ini adalah berupa tindak pidana materiil. Untuk 
dipandang sebagai telah terjadinya penganiayaan secara sempurna, 
bergantung sepenuhnya pada apakah akibat yang dituju telah terjadi 
ataukah tidak. 
 
E. Tindak Pidana Pengrusakan Barang 
Tindak pidana kesengajaan menghancurkan, merusakkan, membuat, 
sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan benda yang 
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain oleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang 
merupakan pasal pertama dari tindak pidana sejenis yang diatur Bab 
XXVII dari Buku II KUHP sebagai berikut (P.A.F. Lamintang & Theo 
Lamintang, 2009: 300) : 
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum 
menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat 
dipakai atau menghilangkan suatu benda yang sebagian atau 
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seluruhnya kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau 
dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu lima ratus rupiah. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja dan secara melawan hukum membunuh, merusakkan, 
membuat hingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor 
binatang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
 
Tindak pidana kesengajaan menghancurkan, merusakkan, membuat 
sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan benda yang sebagian 
atau seluruhnya kepunyaan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 
406 ayat (1) KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut 
(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2009: 301) : 
Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat 
(1) KUHP ialah unsur opzettelijk atau dengan sengaja. Unsur objektif 
pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP 
ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang 
apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, ia dapat disebut sebagai dader 
atau pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur objektif kedua dari tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ialah unsur 
wederrechtelijk atau melawan hukum. Unsur objektif ketiga dari tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ialah unsur 
menghancurkan, yang kiranya sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu 
dijelaskan lebih lanjut. Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ialah unsur merusakkan. Unsur 
objektif kelima dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) 
KUHP ialah unsur membuat hingga tidak dapat dipakai. Unsur objektif 
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keenam dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP 
ialah unsur menghilangkan. Unsur objektif ketujuh dari tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ialah unsur benda. Unsur objektif 
ke delapan dan terakhir dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 
ayat (1) KUHP ialah unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan 
orang lain. (P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2009: 322) 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
1. Upaya Preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 
ekonomis. 
Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk 
menanggulangi kejahatan, yaitu: 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-
tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat 
mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan 
jahat. 
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2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis . 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan 
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah 
tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata 
lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-
faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 
suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi 
seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang 
menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya 
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong 
timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan 
dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
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para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat. 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem 
peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit 
terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, 
kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu 
keseluruhan yang terangkai  dan berhubungan secara fungsional. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di AJI (Aliansi 
Jurnalis Independen) Makassar di Jl. Hertasning Blok E16/10. Lokasi ini 
secara sengaja ditetapkan oleh penulis dengan pertimbangan kepentingan 
pendataan mengenai penganiayaan dan pengrusakan barang yang 
dialami jurnalis dalam upaya peliputan berita terkait skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
Metode Penelitian Kepustakaan dan Metode Penelitian Lapangan. 
a. Metode Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan 
guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang 
ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
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b. Metode Penelitian Lapangan, yakni penelitian yang dilakukan 
melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-
jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan 
dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mengadakan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 
terkait langsung dengan masalah yang dibahas. 
b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis 
mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan 
arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini 
AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar dan KPJKB (Komite 
Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi). 
 
D. Metode Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
terkait. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan rasa ingin 
tahu yang besar. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berusaha 
untuk terus mencari berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Apalagi, ia 
melihat sebuah benda atau mendengar kabar yang menurut dirinya masih 
asing. Ia akan berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut. 
Pada awalnya, informasi yang didapatkan manusia berasal dari 
informasi berantai atau “dari mulut ke mulut”. Bahkan cerita yang pernah 
ada pada zaman dahulu hanya ditularkan melalui informasi lisan tersebut. 
Kemudian, sejalan dengan perkembangan manusia yang menemukan 
berbagai perangkat yang mendukung penyebaran dan perekaman 
informasi, berubah pula cara penuturannya. Misalnya, ditemukan zaman 
batu yang memungkinkan informasi bisa diwariskan melalui tulisan atau 
lukisan di dinding-dinding gua. Berkembang kemudian ditemukan kertas. 
Jadi, informasi yang dikemukakan sudah berkembang secara lebih baik. 
Sampai kemudian ditemukan mesin cetak, media elektronik seperti yang 
sekarang kita kenal. (Nurudin, 2009:23) 
Dalam kurun waktu lama, seseorang yang menjadi wartawan tidak 
harus lulus pendidikan yang tinggi. Artinya, pendidikan tinggi bukan 
jaminan satu-satunya seseorang bisa menjadi wartawan. Namun 
demikian, seiring berjalannya waktu, pendidikan (minimal) S-1 sudah 
menjadi syarat untuk menjadi wartawan. Setelah masuk menjadi wartawan 
juga tidak ada kewajiban khusus untuk terus memiliki jenjang pendidikan 
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yang lebih tinggi. Lain halnya dengan profesi lain, seperti tenaga pendidik 
misalnya. Yang penting, kemampuan, dan kompetensi jurnalisme ada 
pada diri seorang jurnalis. Jenjang karier juga berdasarkan kemampuan 
itu, bukan berdasarkan pendidikan. Jadi, profesi wartawan adalah profesi 
yang sangat terbuka bagi siapa saja. Ia ibaratnya profesi yang bisa 
didapatkan bukan berdasarkan bakat, tetapi pelatihan terus-menerus. 
(Nurudin, 2009:155-156) 
Profesi wartawan bukan seperti advokat atau dokter. Untuk menjadi 
wartawan seseorang tidak perlu mempunyai surat izin resmi. Ia hanya 
dibekali dengan kartu identitas wartawan. Setelah itu ia bisa bekerja 
sebagaimana profesi orang yang bertugas mencari, mengolah, menulis, 
dan menyiarkan informasi itu. Sementara itu, ia juga tidak perlu disumpah 
layaknya seorang dokter. Ia hanya diwajibkan melaksanakan Undang-
Undang Pokok Pers dan aturan lain seperti Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 
Kalau ia sudah bekerja pada koridor itu, ia akan bekerja lebih tenang. 
(Nurudin, 2009:154-155) 
Pekerja pers dalam hal ini jurnalis membutuhkan kemerdekaan 
dalam menjalankan tugasnya. Tanpa hal itu, kebebasan pers menjadi 
buram. Kemerdekaan berekspresi dan berpendapat adalah hak setiap 
manusia yang telah dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.  
Dengan kemerdekaan pers kebutuhan masyarakat akan 
terpenuhinya informasi sangat dibutuhkan demi meningkatkan kualitas 
hidup dimana pers merupakan sebuah sarana masyarakat dalam 
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mendapatkan informasi. Namun, adanya beberapa kasus kekerasan 
terhadap jurnalis baik kekerasan verbal maupun non-verbal ini sedikit 
banyak mempengaruhi kebebasan pers. Hal ini sangat disayangkan 
karena efek yang timbul dengan adanya kasus tersebut dapat 
menyebabkan jurnalis menjadi merasa tertekan dalam memaparkan 
informasi yang layak diketahui publik karena adanya tekanan pihak-pihak 
tertentu. 
Begitu pula dengan tingkat kasus penganiayaan maupun 
pengrusakan barang yang terkadang dialami beberapa jurnalis dalam 
upaya peliputan beritanya di Makassar di tiga tahun terakhir ini yang 
makin meningkat seiring waktu dengan pelaku yang beragam, mulai 
pejabat pemerintahan sampai pelaku-pelaku anonim. 
 
A. Peranan Jurnalis sebagai Korban Penganiayaan dan/atau 
Pengrusakan Barang 
Dalam penelitian ini penulis bekerja sama dengan beberapa jurnalis 
dari Aliansi Jurnalis Independen khususnya Ketua dan Koordinator Divisi 
Advokasi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mendapatkan 
informasi mengenai berbagai kasus terkait yang telah terjadi dalam kurun 
waktu 2 tahun terakhir. Hal ini disesuaikan dengan kenyataan bahwa 
Aliansi Jurnalis Independen adalah suatu wadah bagi pekerja pers yang 
pastinya akan banyak menghimpun informasi-informasi yang terjadi dalam 
dunia pers. Adapun data yang didapatkan berjumlah 11 kasus. 
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Tabel 1 
Data penganiayaan dan/atau pengrusakan barang yang dialami 
jurnalis 
No. Tahun Jumlah Korban Ket. 
1 2010 2 orang 1 orang, Penganiayaan Ringan. 1 
orang, Penganiayaan Berat. 
2 2011 3 orang 2 orang, Penganiayaan Biasa. 1 
orang, Pengrusakan Barang 
3 2012 6 orang 1 orang, Penganiayaan Biasa. 5 
orang, Penganiayaan Ringan. 
Termasuk 1 diantaranya 
Penganiayaan dengan Pengrusakan 
Barang. 
11 orang Total 
Sumber: Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen 
Makassar 
Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pihak terkait yaitu 
pihak kepolisian dan jurnalis dalam menanggulangi kasus penganiayaan 
dan/atau pengrusakan barang belum optimal. Terlihat dengan adanya 
peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun dan berakhir kembali 
menurun dalam tahun ini yang masih separuh jalan. Sebanyak 10 kasus 
dari 11 kasus di atas dialami oleh jurnalis televisi. Hal ini menandakan 
bahwa jurnalis televisi lebih rawan terkena kekerasan jurnalistik. Sesuai 
dengan yang dipaparkan salah satu korban yang juga merupakan jurnalis 
televisi, TF (26 tahun), bahwa kemungkinan ini terjadi karena jika 
dibandingan dengan jurnalis cetak, jurnalis televisi diharuskan meliput 
langsung bertemu narasumber dan masuk di keadaan yang kadang tidak 
menguntungkan bagi mereka, contohnya saja TF yang mendapatkan 
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perlakuan aniaya saat meliput aksi tawuran. Ditemukan juga bahwa dari 
11 kasus yang telah dipaparkan tersebut semua korban penganiayaan 
dan/atau pengrusakan barang tersebut adalah jurnalis berjenis kelamin 
pria berumur antara 23 tahun sampai 42 tahun dengan masa kerja 1 tahun 
sampai 7 tahun. Hal ini mendakan kejadian ini terjadi hanya pada jurnalis 
pria yang memang diwajibkan meliput dan turun langsung mengolah fakta 
yang tersaji di lapangan dan kejadian ini tidak berpengaruh pada masa 
kerja si jurnalis, jurnalis dengan masa kerja relatif telah lebih lama juga 
masih memungkinkan mengalami tindakan tersebut sama halnya dengan 
jurnalis baru. 
Kekerasan adalah produk yang lahir dari dua faktor; eksternal yaitu 
dari pihak yang merasa dirugikan oleh produk jurnalistik dan internal 
berupa rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia jurnalis dan 
tindakan perusahaan pers. 
Berkaitan dengan peranan korban dalam kasus penganiayaan 
dan/atau pengrusakan barang ini, maka yang berperan dalam hal ini 
adalah faktor eksternal maupun internal. Dimana faktor eksternal adalah 
dari pihak narasumber yang enggan memberikan informasi atau merasa 
terusik dengan keberadaan para jurnalis karena merasa dirugikan dengan 
produk jurnalistik. Juga dari faktor internal yang merupakan faktor dari 
pihak jurnalis itu sendiri berkaitan dengan Sumber Daya Manusia jurnalis 
dimana dalam menjalankan tugasnya mungkin agak sedikit tidak sabaran 
dan menekan hingga akhirnya mengakibatkan terjadi penganiayaan 
dan/atau pengrusakan barang tersebut. 
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Perlu disadari bahwa setiap manusia menginginkan kehidupan yang 
nyaman dan tenang. Begitu pula yang terjadi terhadap narasumber yang 
melakukan kekerasan berupa penganiayaan dan/atau pengrusakan 
barang tersebut. Keberadaan jurnalis kadang dirasa mengusik daerah 
pribadi mereka sehingga keengganan dalam bekerja sama dalam hal ini 
memberi/memaparkan informasi menjadi tak terelakkan. Pelakunya 
bermacam-macam mulai dari pejabat pemerintahan bahkan masyarakat 
luas (anonim). 
Namun, juga perlu diingat dalam menjalankan tugasnya jurnalis 
dibekali pengetahuan dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 
1999 tentang Pers serta memegang teguh Kode Etik Jurnalistiknya (KEJ). 
Sehingga upaya-upaya dalam peliputan berita menjadi salah satu hal 
yang diwajibkan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, begitu 
juga dengan Kode Etik Jurnalistik yang telah mereka buat dan patuhi 
bersama.  
Adanya perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya 
kasus-kasus kekerasan yang menimpa jurnalis dalam penelitian ini 
mengenai penganiayaan dan/atau kekerasan. Wartawan dituntut cekatan 
dan mampu mengimbangi narasumber dalam meracik berita agar dapat 
diterima bersama. Namun, demi masyarakat yang merupakan target 
perusahaan pers yang membutuhkan pemenuhan informasi tentu saja ada 
berbagai berita yang tidak diinginkan oleh narasumber namun dibutuhkan 
oleh khalayak/publik. Konflik inilah yang tak terhindarkan dan 
 56 
mencemarkan kemerdekaan pers yang telah sekian lama diusung setelah 
Orde Baru. 
Salah satu responden dalam kasus kekerasan wartawan di tahun ini 
adalah MA (23 tahun). Pria yang bekerja di perusahaan pers Trans TV 
dengan masa kerja 1 tahun ini telah menjadi korban penganiayaan 4 
orang pemuda geng motor MPK yang mengakibatkan 3 tikaman luka di 
paha kanannya dan perampasan blackberry seusai meliput 
penggerebekan rumah penampungan imigran gelap asal Iran. Pemuda ini 
sempat menjalani perawatan di RS walaupun tidak menginap dan harus 
memulihkan dirinya selama 3 minggu lamanya sebelum kembali 
beraktifitas. Kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Mei sekitar pukul 04.15 di 
kawasan Urip Sumoharjo. Korban menduga motif keempat remaja geng 
motor ini karena memang tidak suka pada profesi jurnalis apalagi 
sebelumnya berita-berita tentang geng motor sedang hangatnya 
dipaparkan. Kasus ini masih sementara diproses oleh pihak berwenang. 
Selanjutnya derita yang dialami jurnalis Makassar TV yang telah 
bekerja selama 7 tahun berinisial UA (29 tahun). UA mengalami 
pengrusakan barang yang dilakukan oleh petugas sekuriti bandara saat 
meliput aksi protes warga atas kebijakan PT. Angkasa Pura I yang dinilai 
merugikan warga sekitar bandara saat perluasan area landasan dengan 
menimbun saluran air persawahan milik warga yang digunakan sebagai 
mata pencaharian mereka. Kejadian tersebut terjadi di Kantor Pusat PT. 
Angkasa Pura I (Bandara Lama), Maros pada tanggal 26 Maret 2011 dan 
mengakibatkan kameranya rusak akibat terputar, tertarik, dan akhirnya 
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terjatuh. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman petugas sekuriti 
bandara atas kerja-kerja jurnalistik dan adanya kesalahpahaman antara 
Kepala Sekuriti dan Humas PT. Angkasa Pura I dalam menghadapi 
wartawan. Korban melaporkan kasus ini ke polisi dan organisasi pers di 
Makassar serta Lembaga Bantuan Hukum namun kasus ini berakhir 
dengan kesepakatan damai antara pihak Makassar TV dan PT. Angkasa 
Pura I. 
TF (26 tahun), jurnalis Metro TV dengan masa kerja 4 tahun ini juga 
mengalami penganiayaan pada tanggal 15 November 2010 saat meliput 
aksi tawuran mahasiswa di gedung MKU Unhas. Kejadian ini bermula saat 
TF berusaha mengambil gambar yang mengakibatkan dirinya menjadi 
sasaran amuk para mahasiswa dan dikejar ke bawah Perpustakaan 
UNHAS lalu dikeroyok oleh beberapa mahasiswa. Hal ini mengakibatkan 2 
gigi depannya tercabut dan menderita luka jahitan di mulut. TF menduga 
hal ini akibat kekesalan mahasiswa yang enggan diliput karena merasa 
berita yang dipaparkan tidak berimbang. 
Masih dengan TF (26 tahun), jurnalis Metro TV dengan masa kerja 4 
tahun ini kembali mengalami perlakuan aniaya saat meliput bentrok 
mahasiswa dengan polisi dalam aksi penolakan kenaikan BBM di Jln.  
Alaudin depan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, malam 
pada tanggal 29 Maret 2012. TF sedang mengikuti pergerakan polisi yang 
melakukan penangkapan dan pengeroyokan mahasiswa Unismuh. Ketika 
salah satu polisi anggota Dalmas Polda Sulsel memukul kepala dan 
tangannya dengan tameng lalu menginjak kakinya saat TF terjatuh. 
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Akibatnya kamera miliknya lecet dan mengalami lebam di kepala dan 
memar di kaki dan tangannya. Pihak kepolisian tidak menyukai diliput oleh 
wartawan saat proses penanganan mahasiswa karena cenderung anarkis 
berbeda dengan perintah Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang meminta 
penanganan persuasif. Oleh karena itu, mereka menghalang-halangi 
wartawan dan mengintimidasi dengan cara memukul dan mendorong. 
Melihat hasil penelitian ini, penulis membagi korban jurnalis ke dalam 
tipologi korban. Dimana tingkatan para korban ini menurut Sellin dan 
Wolfgang yang mengelompokkan korban ke dalam 4 tingkatan primary 
victimization, secondary victimization, tertiary victimization, dan no 
victimization. Penulis mengelompokkan korban penganiayaan dan/atau 
pengrusakan barang ini ke dalam primary victimization atau korban berupa 
individu/perorangan bukan kelompok karena kasus kekerasan berupa 
penganiayaan dan/atau pengrusakan barang di Makassar ini meliputi 
kasus perorangan jurnalis. Bila ditinjau dari segi pertanggungjawaban 
korban menurut Stephen Schafer maka penulis menggolongkan korban ke 
dalam kelompok participating victims dimana perbuatan korban pada 
hakikatnya tidak disadari dapat mendorong pelaku untuk melakukan 
kejahatan. 
Sementara, jika ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan menurut 
Ezzat Abdul Fattah dalam buku Rena Yulia yang menyebutkan bentuk 
keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan adalah nonparticipating 
victims, latent or predisposed victims, provocative victims, participating 
victims, dan false victims. Penulis memasukkan korban penganiayaan 
 59 
dan/atau pengrusakan barang ini ke dalam latent or predisposed victims 
yang merupakan korban yang mempunyai karakter tertentu untuk menjadi 
korban karena karakter wartawan yang ingin tahu dan mengulik hal lebih 
dalam merupakan hal yang mengganggu bagi narasumber dan 
mengakibatkan wartawan menjadi rawan terkena dampak dari 
pemberitaan yang tidak diinginkan oleh narasumber.  
 
B. Upaya Pencegahan Penganiayaan dan/atau Pengrusakan Barang 
bagi Jurnalis 
Kekerasan adalah produk yang lahir dari dua faktor; eksternal yaitu 
dari pihak yang merasa dirugikan oleh produk jurnalistik dan internal 
berupa rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia jurnalis. 
Kekerasan bisa mengintai kapan saja dan dimana saja. Sebagai salah 
satu cara menghindari kekerasan tersebut adalah dengan selalu 
berpegang teguh dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sehingga tidak 
mudah terjebak dalam jeratan-jeratan hukum dan kekerasan.  
Sebagaimana yang dipaparkan dalam Kode Etik Jurnallistik 
bahwasanya kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah 
hak asasi manusia yang dilindugi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers 
adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan 
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan 
kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, 
wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, 
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tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma 
agama. 
Dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban dan peranannya, 
pers menghormati hak asasi manusia setiap orang, karena itu pers 
dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk 
menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk 
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan 
landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam 
menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta 
profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan 
menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 
1. Upaya Preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan karena mencegah 
kejahatan adalah lebih baik. Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh 
para korban adalah dengan mengikuti semua Kode Etik Jurnalistiknya 
dengan baik dan benar yaitu menempuh jalan-jalan yang profesional 
dalam menjalankan tugasnya seperti menunjukkan identitas sebelum 
meliput, menghormati hak privasi, menguasai teknik wawancara dengan 
tepat, bahkan menghormati pengalaman traumatik narasumber. Sangat 
penting untuk wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan 
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik dengan memiliki sikap 
menahan diri dan berhati-hati. Perpaduan antara keterampilan dan 
perilaku sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga kemungkinan 
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terjadinya tindakan kekerasan terhadap jurnalistik berupa penganiayaan 
dan/atau pengrusakan barang bisa diminimalisir.  
Begitu juga dengan pihak masyarakat pada umumnya agar dapat 
diberikan penyuluhan atau pembelajaran akan tugas dan fungsi dari 
seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya agar kejadian-kejadian 
serupa tidak terulang kembali. Masyarakat juga sebagai narasumber perlu 
diberdayakan pengetahuannya mengenai hak-hak mereka sebagai 
narasumber. Diperlukan adanya sinergi antara berimbangnya kemampuan 
sumber daya manusia jurnalis dan masyarakat selaku narasumber. 
2. Upaya Represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak 
akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya. 
Dalam membahas sistem represif ini, pihak AJI sendiri sebagai salah 
satu lembaga yang menaungi jurnalis di Indonesia telah menerapkan 
sistem Alert. Penulisan Alert amat berguna sebagai alat kampanye dan 
penyebaran berita ke semua pihak, apabila seorang jurnalis mengalami 
sendiri atau menyaksikan peristiwa-peristiwa kekerasan yang menimpa 
jurnalis yang lain. Alert sendiri memiliki format standar dan persayaratan 
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dalam penyusunannya berupa tempat dan waktu, jenis pelanggaran, 
korban, pelaku, dugaan penyebab, justifikasi resmi, serta pengecekan 
fakta. Alert ini kemudian disebar untuk diketahui oleh khalayak ramai. 
Juga dibutuhkan keseriusan aparat penegak hukum terhadap kasus-
kasus kekerasan jurnalis ini, beberapa kasus yang terjadi bahkan 
melibatkan aparat kepolisian sebagai pelaku penganiayaan. Kasus-kasus 
yang terjadi rata-rata berakhir tanpa kejelasan selain dengan adanya 
mediasi tanpa ganti rugi dari pihak perusahaan pers dan instansi atau 
perseorangan dari pelaku. Kasus yang dialami oleh salah satu korban 
penikaman oleh anggota geng motor yang terjadi 4 bulan lalu bahkan 
belum ada kejelasan seperti yang dipaparkan oleh korban, hal ini 
menandakan tidak seriusnya pihak kepolisian dalam menanggapi kejadian 
kekerasan jurnalis ini atau pun menindak pelakunya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Dari hasil penelitian, penulis mengelompokkan tingkatan korban 
penganiayaan dan/atau pengrusakan barang kedalam primary 
victimization atau korban berupa individu/perorangan bukan 
kelompok. Berdasarkan pertanggungjawaban korban, penulis 
menggolongkan korban ke dalam kelompok participating victims 
dimana perbuatan korban pada hakikatnya tidak disadari dapat 
mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Sementara, dari 
perspektif tingkat keterlibatan, penulis memasukkan korban 
penganiayaan dan/atau pengrusakan barang ini ke dalam latent or 
predisposed victims yang merupakan korban yang mempunyai 
karakter tertentu untuk menjadi korban.  
2. Kekerasan adalah produk yang lahir dari dua faktor; eksternal yaitu 
dari pihak yang merasa dirugikan oleh produk jurnalistik dan 
internal berupa rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia 
jurnalis dan tindakan perusahaan pers. 
Upaya penanggulangan dilakukan dengan upaya preventif berupa 
pencegahan dengan mengedepankan Kode Etik Jurnalistiknya 
sebagai panduan, agar jurnalis dapat bekerja secara profesional 
serta menghargai hak privasi narasumbernya. Sedangkan untuk 
masyarakat selaku narasumber agar dapat diberikan penyuluhan 
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atau pembelajaran mengenai tugas dan fungsi seorang jurnalis. 
Diperlukan berimbangnya kemampuan sumber daya manusia 
jurnalis dan masyarakat selaku narasumber. 
Upaya represif yang dilakukan pihak AJI adalah dengan 
menerapkan sistem Alert berupa alat kampanye dan penyebaran 
berita ke semua pihak apabila seorang jurnalis mengalami 
kekerasan. Sedangkan aparat penegak hukum juga dituntut 
keprofesionalannya dalam menyelesaikan dan mengungkapkan 
kasus-kasus kekerasan yang terjadi sehingga terdapat efek jera 
bagi para pelaku bahkan jika pelaku adalah aparat kepolisian 
sekalipun. 
 
B. Saran 
1. Kepada para jurnalis/wartawan sangat penting kiranya untuk lebih 
memahami Kode Etik Jurnalistik yang telah mereka buat dan 
sepakati bersama guna meminimalisir kemungkinan-kemungkinan 
yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis. 
2. Kepada perusahaan pers untuk lebih meningkatkan kesejahteraan 
jurnalisnya dengan memberikan perlindungan hukum bagi para 
jurnalis dan pendampingan jika terjadi kasus-kasus yang 
melibatkan pekerjanya terutama bagi mereka yang rawan terkena 
kekerasan jurnalistik. 
3. Kepada masayarakat pada umumnya sebagai narasumber untuk 
lebih menghormati dan membuka diri terhadap kerja-kerja jurnalistik 
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karena bagaimanapun jurnalis berusaha memaparkan hal-hal yang 
layak diketahui oleh publik. 
4. Kepada aparat penegak hukum dan pemerintahan agar lebih serius 
dalam penyelesaian kasus-kasus terkait demi melindungi 
kepentingan publik akan informasi yang benar. Hal ini agar tidak 
lagi ada intimidasi yang dialami oleh jurnalis dan masyarakat lebih 
merasa aman dengan terjaganya hak pribadi. 
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